PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax (0233) 281087
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG

71N PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PALD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK] TARUNA BRAKTI
DESA BURUJUL WETAN KECAMATAN JATIWANG! HABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDITIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang - 2. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman KanakKansk (T K] TARLINA
BAKTI Desa Bunjul Welan Kecamatan Jatiwangi Kabupalen Majalengka
Nomor 421 121-TK.TBRO17 tanggal 23 Januar 2017 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Kecamalan Jatiwangi Nomor 421/25UPTD Pendidikan langgal 31 Januan
2017 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikas;
lzn Penyelenqgaraan Pendidikan Anak Usia Dini (FALIDY Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka.

b.  bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 fentang Sistem Pendidikan
Nasional, dipandang peru diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini {PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) TARUNA BAKTI Desa Burujul
Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan tdengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

—
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Mengingat Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Besila Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telsh diubah dengan Uindang-
Undang Nomar 4 Tahun 1968 tentang Pembenhikan Kabupalen Purwakaria
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomaor 14 Tahun
1950 tenlang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia Momor 2851);

2. Undang-undang Momor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 78, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Momor 23 Tamm 2014 tenlang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015
tentang Perubzhan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerinlah Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum
2015 Nomor 58, Tambahan Lembarsn Neases Berihike ndnnocis bl
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Indonesia Tahun X4 Nomor 126, Tambahon Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44348);

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tenltang Standar Nasiona
Pendgidikan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sehagaimana
ledah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Afas Peraturan Pemesintah Nomar 19 Tatun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

A3 Nomor 71, Tambshan Lembaran Negara Repubiik  Indonesiz
Nomor 5410);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Unwsan
Pemadintah anfara Pemerinizh, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
KabupatenMota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Omganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar B9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2008 Momor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 4864):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2040 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Tambahan  Lembaran Hegam  Republik
Indonesia Tahun 2010 Momor 23), sebagaimana telah diuban dengan
Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tenlang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negam Republik Indonesia tahun
2010 Nomor 112, Tambohan Lembaran Megars Republik  Indonesia
Nomor 5157)

Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 213 Tentang Pendinian Satuan Pendidikan Nonkmmal {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 MNomor B77); sebagaimana Ielah diubah
dengan Peraluran Menler Pendidikan dan Kebuedayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Din
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 1279)

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemedintsh Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daergh
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 2, Tambahan Lembaran Daerah
MNomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 10 Tahun 2009 Tenlang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupalen Majalengka (Lembaran Daerah
Habupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 10} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daersh Nomoe 10 Tabun NN Tentann
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Tembusan :

MEMUTUSKAN

Memberikan zin penyelenggarsan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDY Taman
Kanak-Hanak (TK} Taman Kanak-Kanak (TK] TARUNA BAKTI Desa Bunijul Welan
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut ©

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berdaky;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kusikulum
yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang bedaki.

3. Penyelenggara  beskewsfiban menyampakan laporan tertulis  mengena
perkembangan lembaga selisp bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Maalengka;

4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini {PAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi tanggungjawah Yayasan/FPenyslanggar,

Izin sebagamana dimaksud dalam dikium KESATU beraku selama memenuhi
kelentuan dan dievaluasi seliap tahun, apabila tefjadi pelanggaran lerhadap
ketentuan-ketentuan  pelaksanaan penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maka zin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicahut.

Dengan bedakunya Kepulusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Habupalen Majalengka Nomor 28 TAHUN 2014 tanggal 19 Mei 2014 dicabut dan
dinyatakan fidzk berlaku.

Fepuhman ini berlaky ssiak tanggal difelapkan dengan kelentuzn apabia
dikemudian hari lerdapat kekefiruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan

perbatkan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Oitetapkan di Majlengka,
FPada TE'I'I-IEE.EI '! r'_.| 'I-'r:.l‘_:; 1 flan _;T-c { ';I_

1. Yth. Bupal Majalengha;

2 Yth. Direkitur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta:
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepaia UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi



